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ABSTRACT 

 

Introduction: This study analyzes the comparison of financial performance 

between provinces in Java and Kalimantan during the 2024 fiscal year. The 

aim of this research is to assess the level of fiscal dependency and the degree 

of fiscal decentralization as indicators of regional financial performance. 

Methods: This quantitative descriptive study uses secondary data obtained 

from the 2024 Budget Realization Reports (LRA) of eleven provinces, 

consisting of six from Java and five from Kalimantan. The analysis employs 

two financial ratios: the fiscal dependency ratio and the degree of fiscal 

decentralization.  

Results: The results show that provinces in Java exhibit lower fiscal 

dependency and higher fiscal decentralization compared to those in 

Kalimantan. Banten, DKI Jakarta, and West Java demonstrate the best 

financial performance, with dependency ratios below 30% and 

decentralization degrees above 70%. In contrast, provinces such as North 

Kalimantan and Central Kalimantan show dependency levels above 60% and 

decentralization degrees below 35%. These findings reflect a significant gap 

in fiscal independence between regions. In conclusion, increasing Local Own-

Source Revenue (PAD) through local economic development and improved 

governance is crucial to enhancing fiscal autonomy in Kalimantan provinces. 
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PENDAHULUAN 

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia secara yuridis didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Pasal 2 Undang-Undang 32 tahun 2004 ditegaskan bahwa daerah 

diberikan kewenangan menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan yang menjadi kewenangan pemerintah 

pusat (Sayadi, 2020). Mutiha (2018) menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam 

menjalankan tugas-tugas pemerintahan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi fiscal , yang 

pembiayaanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD). 

Menurut  Mahmudi (2016), pengelolaan APBD yang baik ditunjukkan melalui rasionalisasi sumber-sumber 

pendapatan, peningkatan PAD, serta efisiensi dalam alokasi belanja daerah. Kinerja keuangan daerah yang baik akan 

meningkatkan kapasitas fiskal, memperluas ruang fiskal daerah, serta memperkuat otonomi daerah dalam 

menjalankan pembangunan. Hal ini sejalan dengan penelitian Sayadi (2020) yang menyatakan bahwa provinsi 

dengan realisasi PAD yang tinggi memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang rendah dan menunjukkan derajat 

desentralisasi fiskal yang sangat baik. Penelitian lain oleh  Harjito et al., (2020) juga menegaskan bahwa kinerja 

APBD, khususnya pada aspek pendapatan, berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah. 

Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total pendapatan dalam APBD, maka semakin tinggi pula tingkat 

kemandirian dan efektivitas keuangan daerah tersebut.  

Oleh karena itu, analisis terhadap struktur dan rasio dalam APBD, seperti rasio ketergantungan keuangan 

daerah dan derajat desentralisasi fiscal menjadi sangat penting. Pengukuran kinerja keuangan daerah dapat 

dilakukan melalui rasio ketergantungan keuangan dan derajat desentralisasi fiskal. Rasio ketergantungan mengukur 

proporsi pendapatan transfer dalam total pendapatan daerah, sedangkan derajat desentralisasi mengukur proporsi 

PAD terhadap total pendapatan daerah (Mahmudi, 2010). Kedua rasio ini memberikan gambaran yang komprehensif 

mengenai tingkat kemandirian dan keberdayaan fiskal suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan secara 

otonom.  

Dalam konteks nasional, terdapat disparitas yang cukup mencolok dalam kinerja keuangan antar provinsi di 

berbagai pulau. Pulau Jawa, sebagai pusat kegiatan ekonomi dan administrasi nasional, umumnya memiliki 

kapasitas fiskal yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi di luar Jawa, seperti Kalimantan. Provinsi-

provinsi di Pulau Jawa cenderung menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang lebih baik, yang tercermin dari 

kontribusi PAD yang signifikan terhadap total pendapatan daerah. Dalam hal ini, Zukhri (2020) menyatakan bahwa 

provinsi-provinsi yang terletak di luar Pulau Jawa, seperti di Kalimantan, masih mengalami ketergantungan tinggi 

terhadap transfer fiskal, yang menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal. Hal ini terkait dengan terbatasnya 

kapasitas ekonomi daerah dan ketergantungan terhadap sektor-sektor tertentu yang belum cukup produktif dalam 

menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian oleh  Ratnawati & Sari (2023) juga menegaskan adanya 

perbedaan signifikan dalam kinerja keuangan antara provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Mereka 

mengidentifikasi bahwa provinsi-provinsi di Kalimantan menghadapi tantangan dalam meningkatkan kemandirian 

fiskal, yang berimbas pada ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Temuan ini 

menyoroti pentingnya strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah, terutama melalui 

optimalisasi sektor ekonomi lokal dan peningkatan kontribusi PAD. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kinerja Keuangan Daerah 

 Menurut Nasution (2018), kinerja keuangan daerah mencerminkan hasil dari pengelolaan keuangan dalam 

rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta menjadi indicator keberhasilan atau kegagalan 

impplementasi visi, misi, dan strategi suatu daerah sebagai dasar evaluasi dalam pengambilan keputusan, baik untuk 

perencanaan keuangan di masa mendatang maupun untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan 

anggaran. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengukuran kinerja keuangan pada masing-masing daerah. 

Pengukuran  tersebut mencakup pada tingkat pencapaian hasil kerja dalam bidang keuangan daerah, baik dari sisi 

penerimaan maupun  belanja, dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui  kebijakan atau 

peraturan perundang-undangan  (Arfan et al., 2023) 



Jurnall  Maneksil  (l  Managementl  Ekonomil  danl  Akuntansi),l  Vol.l  14,l  No.l  2,l  Junil  2025 

 

Naning Setiani, et.al                                 Pagel  |l  1001l   
 

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 

Tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya kontribusi dana transfer dari pemerintah 

pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), terhadap 

total pendapatan daerah. Semakin besar proporsi dana transfer yang diterima daerah dibandingkan dengan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin tinggi pula tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah 

pusat. Dengan kata lain, semakin besar dana transfer dari pemerintah pusat terhadap total pendapatan daerah, 

semakin tinggi ketergantungan keuangan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat (Mahmudi, 2016). Untuk 

mengukur tingkat ketergantungan keuangan daerah, digunakan rumus berikut: 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah = 
                    

                       
        

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan seperti pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 1   
Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah 

Ketergantungan ( %) Pola Hubungan 

< 10,00 Sangat Rendah 

10,01 – 20,00 Rendah 

20,01 – 30,00 Sedang 

30,01 – 40,00 Cukup Tinggi 

40,01 – 50,00 Tinggi 

>50,00 Sangat Tinggi 

 

Sumber :  Banga ( 2017) dalam  (Sayadi, 2020) 

 

Rasiol  Derajatl  Desentralisasi 

Menurutl  Mahmudil  (2016)l  tingkatl  desentralisasil  fiskall  diukurl  menggunakanl  rasiol  Pendapatanl  Aslil  

Daerahl  (PAD)l  terhadapl  Totall  Pendapatanl  Daerah.l  Rasiol  inil  digunakanl  untukl  menilail  sejauhl  manal  kemampuanl  

daerahl  dalaml  membiayail  kegiatanl  pemerintahanl  danl  pembangunanl  daril  sumber-sumberl  pendapatannyal  sendiril  

tanpal  bergantungl  padal  pemerintahl  pusat.l  Semakinl  besarl  kontribusil  PADl  terhadapl  totall  pendapatanl  daerah,l  makal  

semakinl  tinggil  pulal  tingkatl  desentralisasil  fiskall  yangl  dimilikil  daerahl  tersebut,l  yangl  mencerminkanl  kemandirianl  

fiskall  daerahl  dalaml  mengelolal  keuangannya.l  Untukl  mengukurl  tingkatl  ketergantunganl  fiskall  daerah,l  digunakanl  

rumusl  berikut: 

Rasiol  Derajatl  Desentralisasil  l  =l  

                             

                           
            

 
Tabell  2l   

Skalal  Intervall  Derajatl  Desentralisasil  Fiskal 

Prosentasel  PADl  terhadapl  Totall  Penerimaanl  Daerah Desentralisasil  Fiskal 

<l  10,00 Sangatl  Kurang 

10,01l  –l  20,00 Kurang 

20,01l  –l  30,00 Cukup 

30,01l  –l  40,00 Sedang 

40,01l  –l  50,00 Baik 

>50,00 Sangatl  Baik 

Sumberl  :l  l  Timl  Litbangl  Depdagril  –l  Fisipoll  UGM,l  1991l  dalaml  l  (Wahabl  etl  al.,l  2017) 
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METODOLOGIl   

 Penelitianl  inil  menggunakanl  pendekatanl  deskriptifl  kuantitatifl  yangl  bertujuanl  untukl  memberikanl  

gambaranl  mengenail  kinerjal  keuanganl  pemerintahl  provinsil  berdasarkanl  datal  keuanganl  yangl  tersedia.l  Pendekatanl  

deskriptifl  digunakanl  untukl  menggambarkanl  fenomenal  fiskall  yangl  terjadil  dil  masing-masingl  daerahl  tanpal  

melakukanl  pengujianl  hipotesis.l  Jenisl  datal  yangl  digunakanl  dalaml  penelitianl  inil  adalahl  datal  sekunder,l  yangl  

diperolehl  daril  dokumenl  resmil  pemerintah,l  yaitul  Laporanl  Realisasil  Anggaranl  (LRA)l  Tahunl  Anggaranl  2024.l  Datal  

tersebutl  diterbitkanl  olehl  Direktoratl  Jenderall  Perimbanganl  Keuanganl  (DJPK),l  Kementerianl  Keuanganl  Republikl  

Indonesia,l  danl  dapatl  diaksesl  melaluil  situsl  resmil  DJPKl  (https://djpk.kemenkeu.go.id)l  .l  Objekl  dalaml  penelitianl  inil  

adalahl  seluruhl  provinsil  yangl  beradal  dil  Pulaul  Jawal  danl  Pulaul  Kalimantan,l  denganl  kriterial  utamal  bahwal  provinsil  

tersebutl  telahl  menerbitkanl  Laporanl  Realisasil  Anggaranl  tahunl  2024l  secaral  lengkap.l  Provinsil  yangl  dianalisisl  terdiril  

daril  enaml  provinsil  dil  Pulaul  Jawal  danl  limal  provinsil  dil  Pulaul  Kalimantan,l  sehinggal  totall  terdapatl  sebelasl  provinsil  

yangl  menjadil  fokusl  kajian.l  Analisisl  datal  dilakukanl  denganl  menggunakanl  dual  rasiol  keuangan,l  yaitul  rasiol  

ketergantunganl  keuanganl  daerahl  danl  rasiol  derajatl  desentralisasil  fiskal.l  Rasiol  ketergantunganl  dihitungl  denganl  

membandingkanl  jumlahl  pendapatanl  transferl  terhadapl  totall  pendapatanl  daerah,l  sedangkanl  rasiol  derajatl  

desentralisasil  dihitungl  denganl  membandingkanl  Pendapatanl  Aslil  Daerahl  (PAD)l  terhadapl  totall  pendapatanl  daerah.l  

Hasill  perhitunganl  kedual  rasiol  tersebutl  digunakanl  untukl  menilail  tingkatl  ketergantunganl  danl  kemandirianl  fiskall  

masing-masingl  provinsi.l   

 

HASILl  DANl  PEMBAHASAN 

 Analisisl  dalaml  penelitianl  inil  difokuskanl  padal  11l  provinsil  yangl  tersebarl  dil  Pulaul  Jawal  danl  Pulaul  

Kalimantan.l  Pemilihanl  provinsil  tersebutl  bertujuanl  untukl  memperolehl  gambaranl  komparatifl  mengenail  kinerjal  

keuanganl  pemerintahl  daerahl  berdasarkanl  indikatorl  rasiol  keuanganl  selamal  periodel  tahunl  anggaranl  2024.l  Provinsil  

yangl  dipilihl  merupakanl  representasil  wilayahl  denganl  kontribusil  signifikanl  terhadapl  perekonomianl  nasionall  sertal  

memilikil  datal  Anggaranl  Pendapatanl  danl  Belanjal  Daerahl  (APBD)l  yangl  lengkap,l  khususnyal  Laporanl  Realisasil  

Anggaranl  (LRA)l  tahunl  2024.l  Adapunl  daftarl  provinsil  yangl  dianalisisl  disajikanl  padal  Tabell  3l  berikut: 

Tabell  3l   
Daftarl  provinsil  dil  pulaul  Jawal  danl  Kalimantan 

 
 

Sumberl  :l  Datal  Diolah,l  2025 

 

 Sebaranl  provinsil  dalaml  tabell  3l  menunjukkanl  keterwakilanl  daril  dual  wilayahl  strategisl  dil  Indonesia,l  yaknil  

Pulaul  Jawal  sebagail  pusatl  kegiatanl  ekonomi,l  pemerintahan,l  danl  kependudukan,l  sertal  Pulaul  Kalimantanl  yangl  

memilikil  peranl  pentingl  dalaml  pengelolaanl  sumberl  dayal  alaml  danl  pemerataanl  pembangunanl  wilayah.l  Pemilihanl  

dual  pulaul  inil  didasarkanl  padal  perbedaanl  karakteristikl  ekonomil  danl  kapasitasl  fiskall  masing-masingl  daerah,l  yangl  

diharapkanl  dapatl  memberikanl  gambaranl  yangl  beragaml  mengenail  kinerjal  pengelolaanl  APBD.l  Analisisl  kinerjal  

keuanganl  dilakukanl  berdasarkanl  datal  Laporanl  Realisasil  Anggaranl  (LRA)l  tahunl  2024l  yangl  tersedial  untukl  seluruhl  

provinsil  dalaml  cakupanl  penelitian. Sebeluml  dilakukanl  analisisl  lebihl  lanjutl  terhadapl  kinerjal  keuangan,l  berikutl  

No Provinsi l  l  l  Terletakl  dil  pulau l  l  l  l  LRAl  Tahunl  2024 

1 DKIl  Jakarta Jawa Ada 

2 Jawal  Barat Jawa Ada 

3 Banten Jawa Ada 

4 Jawal  Tengah Jawa Ada 

5 DIl  Yogyakarta Jawa Ada 

6 Jawal  Timur Jawa Ada 

7 Kalimantanl  Barat Kalimantan Ada 

8 Kalimantanl  Tengah Kalimantan Ada 

9 Kalimantanl  Selatan Kalimantan Ada 

10 Kalimantanl  Timur Kalimantan Ada 

11 Kalimantanl  Utara Kalimantan Ada 

https://djpk.kemenkeu.go.id/
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disajikanl  datal  Laporanl  Realisasil  Anggaranl  (LRA)l  Tahunl  Anggaranl  2024l  untukl  provinsi-provinsil  dil  Pulaul  Jawal  

danl  Pulaul  Kalimantan.l   

Tabell  4l   
Laporanl  Realisasil  Anggaranl  Pulaul  Jawal  danl  Kalimantanl  l  l  Tahunl  Anggaranl  2024 

DKI 

Jakarta

Jawa 

Barat
Banten

Jawa 

Tengah

DI 

Yogyakarta

Jawa 

Timur

Pajak Daerah 44.391,63 25.291,49 8.552,41 14.210,24 2.145,84 19.102,76

Retribusi Daerah 689,14 1.039,72 238,62 2.318,76 74,58 3.088,32

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah   

yang Dipisahkan
631,39 393,13 51,91 687,81 120,94 471,69

Lain-Lain PAD yang Sah 4.466,79 705,36 181,45 434,11 123,07 799,18

50.178,95 27.429,70 9.024,39 17.650,92 2.464,43 23.461,95

18.809,56 10.999,81 3.361,18 8.701,44 3.543,61 11.956,41

Pendapatan Lainnya

12,93 6,43 25,60 8,41 63,09

Lain-Lain pendapatan Sesuai dengan 

KetentuanPeraturan Perundang-

Undangan

11,41 0,74 5,66

Pendapatan Transfer Antar Daerah 1,13

12,93 11,41 6,43 26,34 9,54 68,75

68.988,51 38.440,92 12.392,00 26.378,70 6.017,58 35.487,11

Uraian

Pendapatan Asli Daerah

TKDD

Total Pendapatan Daerah

             Total PAD

  Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

   Pendapatan Hibah

     Total Pendapatan Lainnya

 

Kalimantan 

Barat

Kalimantan 

Tengah

Kalimantan 

Selatan

Kalimantan 

Timur

Kalimantan 

Utara

Pajak Daerah 2.707,70 2.371,13 2.262,68 3.816,24 752,61

Retribusi Daerah 399,05 11,81 327,27 262,84 10,76

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah   

yang Dipisahkan
122,47 38,85 57,23 166,85 11,37

Lain-Lain PAD yang Sah 140,61 378,9 366,35 148,98 232,62

3.369,83 2.800,69 3.013,53 4.394,91 1.007,36

3.088,96 5.326,98 3.114,76 5.152,84 2.417,28

2,55 9,36 2,81 8,70 0,38

Lain-Lain pendapatan Sesuai dengan 

KetentuanPeraturan Perundang-

Undangan

85,22 1,39

Pendapatan Transfer Antar Daerah 3,67 2,50

2,55 98,25 5,31 8,70 1,77

6.461,34 8.225,92 6.133,60 9.556,45 3.426,41

Uraian

Pendapatan Asli Daerah

TKDD

Pendapatan Lainnya

Total Pendapatan Daerah

             Total PAD

  Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

   Pendapatan Hibah

     Total Pendapatan Lainnya

l  Sumberl  :l  djpkl  kemenkeu,l  2024l  (l  diolahl  peneliti,l  2025) 

 

Daril  datal  Laporanl  Realisasil  Anggaranl  (LRA)l  yangl  disajikanl  padal  Tabell  4,l  selanjutnyal  dilakukanl  analisisl  

rasiol  keuanganl  untukl  menilail  kinerjal  fiskall  masing-masingl  provinsi.l  Rasiol  keuanganl  yangl  digunakanl  dalaml  
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analisisl  inil  meliputil  rasiol  ketergantunganl  keuanganl  daerahl  danl  rasiol  derajatl  desentralisasil  fiskal,l  yangl  masing-

masingl  mencerminkanl  aspek-aspekl  pentingl  dalaml  pengelolaanl  keuanganl  daerah. 

1. Rasiol  Ketergantunganl  Keuanganl  Daerah 

Tabell  5 
l  Rasiol  Ketergantunganl  Keuanganl  Daerah 

No Provinsi Pendapatanl  

Transfer 

Totall  

Pendapatanl  

Daerah 

Persentasel  

Ketergantungan 

Polal  

Hubungan 

1 DKIl  Jakarta 18.809,56l  M 69.001,45l  M 27,260% Sedang 

2 Jawal  Barat 10.999,81l  M 38.440,91l  M 28,615% Sedang 

3 Banten 3.361,18l  M 12.392,00l  M 27,124% Sedang 

4 Jawal  Tengah 8.701,44l  M 26.378,70l  M 32,987% CukupTinggi 

5 DIl  Yogyakarta 3.543,61l  M 6.017,58l  M 58,888% Sangatl  Tinggi 

6 Jawal  Timur 11.956,41l  M 35.487,11l  M 33,692% CukupTinggi 

7 Kalimantanl  Barat 3.088,96l  M 6.461,34l  M 47,807% Tinggi 

8 Kalimantanl  Tengah 5.326,98l  M 8.225,92l  Ml   64,758% Sangatl  Tinggi 

9 Kalimantanl  Selatan 3.114,76l  M 6.133,60l  M 50,782% Sangatl  Tinggi 

10 Kalimantanl  Timur 5.152,84l  M 9.556,44l  M 53,920% Sangatl  Tinggi 

11 Kalimantanl  Utara 2.417,28l  M 3.426,41l  M 70,548% Sangatl  Tinggi 

Sumberl  :l  Datal  Diolah,l  2025 
  

 Tabell  5l  menunjukkanl  bahwal  terdapatl  limal  provinsil  yangl  memilikil  persentasel  ketergantunganl  dil  atasl  

50%,l  yangl  mengindikasikanl  tingkatl  ketergantunganl  sangatl  tinggil  terhadapl  pemerintahl  pusat.l  Sementaral  itu,l  

provinsil  denganl  tingkatl  ketergantunganl  yangl  lebihl  rendahl  dikelompokkanl  kel  dalaml  kategoril  sedang,l  cukupl  

tinggi,l  danl  tinggi.l  Jikal  diurutkanl  berdasarkanl  polal  hubunganl  tingkatl  ketergantunganl  daril  sedangl  kel  sangatl  tinggi,l  

provinsil  denganl  tingkatl  ketergantunganl  sedangl  adalahl  DKIl  Jakarta,l  Jawal  Barat,l  danl  Banten,l  masing-masingl  

denganl  persentasel  ketergantunganl  sebesarl  27,260%,l  28,615%,l  danl  27,124%.l  Padal  kategoril  cukupl  tinggi,l  terdapatl  

Provinsil  Jawal  Tengahl  denganl  rasiol  32,987%l  danl  Jawal  Timurl  denganl  rasiol  33,692%.l  Sementaral  itu,l  Kalimantanl  

Baratl  beradal  padal  kategoril  tinggil  denganl  persentasel  ketergantunganl  sebesarl  47,807%. 

Adapunl  provinsil  yangl  tergolongl  dalaml  kategoril  ketergantunganl  sangatl  tinggil  meliputil  DIl  Yogyakartal  

denganl  persentasel  58,888%,l  Kalimantanl  Selatanl  sebesarl  50,782%,l  Kalimantanl  Timurl  sebesarl  53,920%,l  

Kalimantanl  Tengahl  sebesarl  64,758%,l  danl  Kalimantanl  Utaral  sebesarl  70,548%.l  Hasill  inil  menunjukkanl  bahwal  limal  

provinsil  tersebutl  memilikil  tingkatl  ketergantunganl  fiskall  yangl  sangatl  besarl  terhadapl  pemerintahl  pusat,l  sehinggal  

mencerminkanl  rendahnyal  kemandirianl  keuanganl  daerah.l  Perbandinganl  tingkatl  ketergantunganl  dapatl  dilihatl  padal  

gambarl  berikutl  : 

Gambarl  1l  Perbandinganl  tingkatl  ketergantunganl  keuanganl  daerah 

Sumber:l  Datal  diolahl  penelitil  (l  2025) 
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Daril  hasill  analisis,l  provinsil  denganl  kinerjal  keuanganl  terbaikl  berdasarkanl  rasiol  ketergantunganl  keuanganl  

daerahl  adalahl  Bantenl  denganl  rasiol  27,124%,l  diikutil  olehl  DKIl  Jakartal  sebesarl  27,260%,l  danl  Jawal  Baratl  sebesarl  

28,615%.l  Perbandinganl  kinerjal  keuanganl  antaral  provinsil  yangl  beradal  dil  Pulaul  Jawal  danl  Kalimantanl  

menunjukkanl  perbedaanl  yangl  cukupl  signifikan.l  Padal  kategoril  ketergantunganl  sedangl  danl  cukupl  tinggi,l  

seluruhnyal  ditempatil  olehl  provinsi-provinsil  dil  Pulaul  Jawa,l  sedangkanl  provinsi-provinsil  dil  Pulaul  Kalimantanl  

didominasil  olehl  tingkatl  ketergantunganl  tinggil  hinggal  sangatl  tinggi.l  Hall  inil  menggambarkanl  bahwal  kinerjal  

keuanganl  provinsi-provinsil  dil  Pulaul  Jawal  lebihl  baikl  dibandingkanl  denganl  provinsi-provinsil  dil  Pulaul  Kalimantan. 

 

2. Rasiol  Derajatl  Desentralisasil  Fiskal 

Tablel  1l   

Derajatl  Desentralisasil  Fiskal 

 

No Provinsi Pendapatanl  

Aslil  Daerah 

Totall  

Pendapatanl  

Daerah 

Persentasel  

Ketergantungan 

Polal  

Hubungan 

1 DKIl  Jakarta 50.178,96l  M 69.001,45l  M 72,722% Sangatl  Baik 

2 Jawal  Barat 27.429,69l  M 38.440,91l  M 71,355% Sangatl  Baik 

3 Banten 9.024,38l  M 12.392,00l  M 72,824% Sangatl  Baik 

4 Jawal  Tengah 17.650,92l  M 26.378,70l  M 66,914% Sangatl  Baik 

5 DIl  Yogyakarta 2.464,43l  M 6.017,58l  M 40,954% Baik 

6 Jawal  Timur 23.461,95l  M 35.487,11l  M 66,114% Sangatl  Baik 

7 Kalimantanl  Barat 3.369,83l  M 6.461,34l  M 52,154% Sangatl  Baik 

8 Kalimantanl  Tengah 2.800,69l  M 8.225,92l  M 34,047% Sedang 

9 Kalimantanl  Selatan 3.013,53l  M 6.133,60l  M 49,132% Sangatl  Baik 

10 Kalimantanl  Timur 4.394,91l  M 9.556,44l  M 45,989% Sangatl  Baik 

11 Kalimantanl  Utara 1.007,36l  M 3.426,41l  M 29,400% Cukup 

l  l  l  Sumberl  :l  Datal  Diolah,l  2025 

 

 Berdasarkanl  Tabell  1,l  derajatl  desentralisasil  fiskall  menunjukkanl  kontribusil  yangl  signifikanl  daril  

Pendapatanl  Aslil  Daerahl  (PAD)l  terhadapl  totall  pendapatanl  daerah.l  Provinsil  denganl  tingkatl  desentralisasil  dil  atasl  

50%l  memilikil  kontribusil  PADl  yangl  tinggil  dibandingkanl  provinsil  lainnya.l  Berdasarkanl  analisis,l  hanyal  adal  tigal  

provinsil  yangl  memilikil  derajatl  desentralisasil  sangatl  baik,l  yaitul  DKIl  Jakarta,l  Jawal  Barat,l  danl  Banten,l  denganl  

rasiol  masing-masingl  72,722%,l  71,355%,l  danl  72,824%.l  Ketigal  provinsil  inil  mampul  mengandalkanl  pendapatanl  aslil  

daerahl  yangl  lebihl  besar,l  sehinggal  memilikil  kemandirianl  fiskall  yangl  lebihl  baik.l  Adapunl  perbandinganyal  dapatl  

dilihatl  padal  gambarl  berikut. 

Gambarl  2l  Perbandinganl  Tingkatl  Derajatl  Desentralisasil   

Sumber:l  Datal  diolahl  penelitil  (l  2025) 
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Sementaral  itu,l  provinsil  denganl  derajatl  desentralisasil  dil  bawahl  50%l  menunjukkanl  ketergantunganl  yangl  

lebihl  tinggil  terhadapl  danal  transferl  daril  pemerintahl  pusat.l  Provinsil  yangl  memilikil  desentralisasil  lebihl  rendah,l  

sepertil  Kalimantanl  Utaral  denganl  rasiol  29,400%l  danl  Kalimantanl  Tengahl  denganl  34,047%,l  menunjukkanl  

ketergantunganl  yangl  cukupl  besarl  terhadapl  pemerintahl  pusat.l  Hall  inil  mencerminkanl  rendahnyal  kapasitasl  provinsi-

provinsil  tersebutl  dalaml  mengoptimalkanl  sumberl  dayal  lokall  mereka.l  Perbandinganl  tingkatl  desentralisasil  dapatl  

dilihatl  padal  gambarl  berikutl  : 

Perbandinganl  kinerjal  keuanganl  antarl  provinsil  menunjukkanl  bahwal  provinsil  dil  Pulaul  Jawa,l  terutamal  DKIl  

Jakarta,l  Jawal  Barat,l  danl  Banten,l  memilikil  kinerjal  keuanganl  yangl  sangatl  baikl  berdasarkanl  derajatl  desentralisasi.l  

Sementaral  itu,l  provinsi-provinsil  dil  Pulaul  Kalimantanl  umumnyal  beradal  padal  levell  desentralisasil  yangl  lebihl  

rendah,l  mencerminkanl  ketergantunganl  yangl  lebihl  tinggil  terhadapl  transferl  daril  pemerintahl  pusat.l  Analisisl  inil  

menunjukkanl  bahwal  provinsi-provinsil  dil  Pulaul  Jawa,l  denganl  kemampuanl  mengelolal  PADl  yangl  lebihl  tinggi,l  

memilikil  derajatl  desentralisasil  yangl  lebihl  baikl  dibandingkanl  provinsil  dil  Pulaul  Kalimantan. 

Kinerjal  keuanganl  daerahl  yangl  baikl  berdasarkanl  derajatl  desentralisasil  sangatl  dipengaruhil  olehl  realisasil  

Pendapatanl  Aslil  Daerahl  (PAD),l  yangl  mencakupl  pendapatanl  pajakl  daerah,l  retribusil  daerah,l  sertal  hasill  pengelolaanl  

kekayaanl  daerahl  yangl  dipisahkan.l  Provinsil  denganl  PADl  yangl  lebihl  tinggi,l  sepertil  DKIl  Jakarta,l  Banten,l  danl  Jawal  

Barat,l  menunjukkanl  tingkatl  desentralisasil  yangl  sangatl  baik,l  yangl  memungkinkanl  merekal  untukl  memilikil  

kemandirianl  fiskall  yangl  lebihl  tinggil  dibandingkanl  provinsil  lainnya.l   

 

KESIMPULAN 

Berdasarkanl  hasill  analisisl  rasiol  ketergantunganl  keuanganl  daerahl  danl  derajatl  desentralisasil  fiskal,l  dapatl  

disimpulkanl  bahwal  provinsi-provinsil  dil  Pulaul  Jawal  menunjukkanl  kinerjal  keuanganl  yangl  lebihl  baikl  dibandingkanl  

denganl  provinsi-provinsil  dil  Pulaul  Kalimantan.l  Provinsil  dil  Pulaul  Jawa,l  sepertil  DKIl  Jakarta,l  Banten,l  danl  Jawal  

Barat,l  secaral  umuml  memilikil  tingkatl  ketergantunganl  fiskall  yangl  lebihl  rendahl  sertal  derajatl  desentralisasil  fiskall  

yangl  lebihl  tinggi.l  Kondisil  inil  mencerminkanl  tingkatl  kemandirianl  keuanganl  daerahl  yangl  kuat,l  didukungl  olehl  

kontribusil  Pendapatanl  Aslil  Daerahl  (PAD)l  yangl  signifikanl  terhadapl  totall  pendapatanl  daerah. 

Sebaliknya,l  provinsil  dil  Pulaul  Kalimantanl  sepertil  Kalimantanl  Tengah,l  Kalimantanl  Selatan,l  Kalimantanl  

Timur,l  danl  Kalimantanl  Utara,l  masihl  menunjukkanl  tingkatl  ketergantunganl  yangl  sangatl  tinggil  terhadapl  danal  

transferl  daril  pemerintahl  pusat.l  Rendahnyal  derajatl  desentralisasil  fiskall  dil  wilayahl  inil  mencerminkanl  tantanganl  

dalaml  mengoptimalkanl  potensil  PAD,l  yangl  dipengaruhil  olehl  faktorl  geografis,l  keterbatasanl  infrastruktur,l  strukturl  

ekonomil  berbasisl  sektorl  primer,l  danl  tingkatl  urbanisasil  yangl  relatifl  rendahl  dibandingkanl  Pulaul  Jawa. 

Olehl  karenal  itu,l  untukl  meningkatkanl  kemandirianl  fiskall  dil  provinsi-provinsil  dil  Pulaul  Kalimantan,l  perlul  

dilakukanl  strategil  yangl  terarahl  sepertil  intensifikasil  danl  ekstensifikasil  sumber-sumberl  PAD,l  penguatanl  sektorl  

ekonomil  lokal,l  optimalisasil  pengelolaanl  asetl  daerah,l  sertal  perbaikanl  tatal  kelolal  pemerintahanl  daerahl  danl  ikliml  

investasi.l  Upaya-upayal  inil  pentingl  untukl  mendorongl  peningkatanl  kinerjal  keuanganl  daerahl  yangl  lebihl  

berkelanjutanl  kel  depannya. 
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